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Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan dan 
disampaikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten 
Sanggau sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum optimal.  
Pengawasan dilakukan oleh DLH melalui laporan pengelolaan lingkungan 
hidup sekali dalam 6 bulan. Pengawasan dilakukan secara langsung ke 
lapangan hanya jika ada aduan atau laporan yang diajukan oleh pihak yang 
merasa dirugikan karena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh 
pertambangan bauksit tersebut. 
2. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH belum optimal karena ada kendala 
yang berupa belum adanya laboratorium tersendiri, kurangnya sumber 
daya manusia, serta kendala jauhnya jarak antara kantor DLH dengan 
lokasi pertambangan bauksit. 
 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. DLH Kabupaten Sanggau maupun inspektur tambang perlu 
menambah jumlah personil atau anggota dan anggaran untuk 
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mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit 
di Kabupaten Sanggau. 
2. DLH Kabupaten Sanggau perlu mengadakan laboratorium yang sesuai 
standart. 
3. DLH Kabupaten Sanggau perlu lebih intensif berkoordinasi dengan 
inspektur tambang secara periodik, agar pengawasan terhadap 
kegiatan pertambangan bauksit dapat berjalan dengan optimal. 
4. DLH perlu lebih intensif melakukan pengawasan secara langsung ke 
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